
 
 

PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PER.05/MEN/2011 
TENTANG 

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. 

 
 
 

bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan 
melanggar hukum atau kelalaian bendahara, pegawai negeri 
bukan bendahara, dan/atau pejabat lain di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera diselesaikan; 

  b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelesaian 
kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, maka perlu mengatur tata cara penyelesaian kerugian 
negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian 
Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

  6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara 
Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 147): 

  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010; 

  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010; 

  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN.    

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan 

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
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2. Tuntutan ganti kerugian negara yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses 
pengembalian kerugian negara yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri 
bukan bendahara, dan/atau pejabat lainnya yang dinyatakan bertanggung jawab atas 
kerugian negara yang nyata  dan pasti telah terjadi.  

3. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, 
menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau 
barang-barang milik negara. 

4. Pegawai negeri yang selanjutnya disebut pegawai adalah setiap warga negara Republik 
Indonesia yang telah  memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 
kepegawaian yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan 
kepegawaian yang berlaku. 

5. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan salah atau melanggar hukum administrasi 
negara dan/atau hukum perdata, baik disengaja ataupun tidak, yang dapat menyebabkan 
kerugian/kerusakan/kecelakaan pada orang lain. 

6. Melalaikan kewajiban adalah mengabaikan segala sesuatu yang dapat dan semestinya 
dilakukan dan/atau tidak menjalankan kewajiban secara hati-hati, yang karenanya 
seharusnya dapat mencegah terjadinya kerugian negara secara nyata dan pasti. 

7. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  

8. Pengungkapan informasi awal tentang kerugian negara adalah teridentifikasinya suatu 
transaksi, atau kejadian keuangan, atau peristiwa hukum lainnya yang mengindikasikan 
terjadinya perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan 
adanya potensi kerugian keuangan negara. 

9. Pihak yang bertanggung jawab adalah bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, 
dan/atau pejabat lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama 
tersangkut atau ikut serta dalam perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban 
yang mengakibatkan kerugian negara. 

10. Pejabat lain adalah penyelenggara negara selain pegawai negeri, yang menjabat atau 
memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi negara dalam 
wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian 
berasal dari negara termasuk pegawai pada badan layanan umum. 

11. Tim penyelesaian kerugian negara Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang 
selanjutnya disingkat TPKN-KKP, adalah tim yang dibentuk dalam rangka menangani 
penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

12. Surat keterangan tanggung jawab mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah 
surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa bendahara, 
pegawai negeri bukan bendahara, dan/atau pejabat lainnya bertanggung jawab atas 
kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 

13. Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara, yang selanjutnya 
disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal 
SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian 
negara yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan, pengampu, atau 
ahli waris, yang telah melakukan perbuatan merugikan negara dimaksud.  

14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.  
16. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


Bagian Kedua 
Ruang Lingkup  

 
Pasal 2 

 
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara di 
lingkungan Kementerian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian 
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan/atau pejabat lain di lingkungan 
Kementerian.  

 
Bagian Ketiga 

Tujuan 
 

Pasal 3 
 

Tata cara penyelesaian kerugian negara ditetapkan dengan tujuan untuk: 
a. penegakan dan kepastian  hukum dalam penyelesaian pengelolaan keuangan negara di 

lingkungan Kementerian; 
b. penjagaan atas hak dan aset negara di lingkungan Kementerian; 
c. optimalisasi pemulihan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian; dan 
d. peningkatan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara di 

lingkungan Kementerian. 
 

BAB II 
TAHAPAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  

 
Pasal 4 

 
(1) Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian 

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan/atau pejabat lain di lingkungan 
Kementerian wajib diselesaikan dengan penggantian kerugian negara. 

(2) Penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
tahapan penyelesaian kerugian negara. 

(3) Tahapan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. pengungkapan informasi awal kerugian negara; 
b. pembuktian kerugian negara; 
c. rekomendasi pengenaan pembebanan ganti kerugian negara; 
d. penyelesaian TGR; 
e. penagihan dan penyetoran; dan 
f. penatausahaan dan akuntansi. 

(4) Pelaksanaan penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh TPKN-KKP yang dibentuk oleh Menteri. 
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BAB III 
TPKN-KKP 

 
Bagian Kesatu 

Pembentukan TPKN-KKP 
 

Pasal 5 
 

(1) TPKN-KKP yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
bersifat ex-officio.  

(2) TPKN-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Menteri dalam 
rangka menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian.  

(3) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPKN-KKP 
melaksanakan kegiatan: 
a. verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat  

tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan 
kewajiban; 

b. perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti; 
c. penetapan pihak yang bertanggung jawab; 
d. penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk 

dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; 
e. penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau 

penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; 
f. pengusulan/pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/ pertimbangan 

kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang 
penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara kepada bendahara; 

g. penyelesaian TGR atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian 
secara damai atau secara paksa; 

h. penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau 
penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian 
TGR; 

i. penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti 
kerugian negara;   

j. penelitian pola atau modus kerugian negara yang terjadi untuk tindak pencegahan 
kerugian negara di lingkungan Kementerian; 

k. pengintegrasian penyelesaian TGR ke dalam kegiatan pada rencana kerja satuan 
kerja dari pihak yang bertanggung jawab;  

l. pencatatan akuntansi atas pengakuan kerugian negara, penghapusan kerugian 
negara, dan penerimaan negara dari penyetoran TGR; dan 

m. penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan 
perkembangan penyelesaian kerugian negara. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), TPKN 
KKP dapat membentuk tim ad hoc. 
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